
 

 

 

 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KOTA SURAKARTA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KOTA SURAKARTA 

NOMOR 29 TAHUN 2025 

TENTANG 

PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026 

 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KOTA SURAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Surakarta ayat (1) “DPRD menyusun program kerja sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan 

DPRD” dan ayat (2) “Program kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat DPRD untuk 

dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam 
rapat paripurna”; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Surakarta ayat (1) “Rencana kerja DPRD disusun 
berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD 

kepada Pimpinan DPRD”, dan ayat (4) “Hasil penyelarasan 
rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD 
untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna” dan 

ayat (6) “Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat 
tanggal 30 September tahun berjalan”; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang 
Program Kerja dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2026; 

 

 

 
   



Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 
Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar 
dan Kota-Kota Kecil di Jawa; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang              

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan                  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-            

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang   
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan                 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor  
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana  

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856);  

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6867); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6197); 

6.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana    Pembangunan   Jangka   
Panjang   Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1312); 

 

 

 



7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah 

Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59); 

Memperhatikan  :   1.   Rapat   Badan   Musyawarah   Dewan   Perwakilan   Rakyat  

                                       Daerah Kota Surakarta pada tanggal 8 September 2025;  

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Surakarta pada  tanggal 30 September 2025; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan        : 

KESATU :  Program Kerja dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Surakarta Tahun 2026.  

KEDUA :    Program Kerja dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Surakarta Tahun 2026 sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum KESATU, agar dapat ditindak lanjuti oleh Alat 
Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta 

sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 

KETIGA :  Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

             Ditetapkan di Surakarta 

pada tanggal  30 September 2025 

                KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KOTA SURAKARTA,                            

  

                BUDI PRASETYO 

 

 

 

 

 


